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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 77 TAHUN 2018 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

1.

DI KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian
penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menyempurnakan
kembali Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah
Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang
Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan
Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)



10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 54);

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2015 Nomor S5 Seri D, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7
Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021
Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 112);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 77 TAHUN 2018
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN
LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77
Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan
Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten
Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 99), diubah dengan
rincian sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal
yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A
(1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan
kepada :
a. Kepala Desa non PNS;
b. Sekretaris Desa; dan
c. Perangkat Desa yang diangkat sesuai dengan mekanisme
peraturan perundangan yang berlaku;
(2) Penghasilan Tetap tidak diberikan kepada :
b. Kepala Desa yang berasal dari PNS;
c. Perangkat Desa yang berasal dari PNS.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6
(1) Penjabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan dan
penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan asas
kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa
yang bersumber dari APBDes.
(2) Penjabat atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diberikan :
a. Honor pengelola keuangan/barang/jasa desa
b. Perjalanan dinas
c. Tambahan tunjangan jabatan yang bersumber dari
pendapatan asli desa.
(3) Penjabat atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa tidak
diberikan :
a. Penghasilan Tetap;
b. Tunjangan jabatan;
c. Tunjangan keluarga;
d. Tunjangan kesehatan;
e. Tunjangan hari raya;
f. Dana purna bhakti;
g. Uang makan.



(4) Bagi perangkat desa yang merangkap sebagai pelaksana tugas
atau pelaksana harian selain mendapat tunjangan jabatan
pada jabatan definitifnya sesuai ketentuan, juga diberikan
tunjangan jabatan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari
besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebagai pelaksana
tugas atau pelaksana harian

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI SIDOARJO,
ttd
AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 85
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